
ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan umum pada Pasal 
330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan 
kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 
2021; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR iii TAHUN 2020 

TENT ANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

TAHUN 2021 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

• ( -~ 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4082); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201 7 ten tang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6176); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Da~rah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang. 
3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021. 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9); 

• ~. ~ 
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Pasal 7 
Penernpatan Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang 
Ba tang. 

Pasal 6 
Kepala Perangkat Daerah disamping sebagai pengguna anggaran juga sebagai 
pengguna barang/ jasa. 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati 
dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokoknya sebagai 
berikut: 
a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten 

Batang adalah pelaksana tugas dan fungsi koordinator pendapatan, 
administrasi pengelolaan keuangan daerah dan inventarisasi aset daerah; 

b. Perangkat Daerah, pelaksana anggaran; 
c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 

pelaksana tugas dan fungsi pengendali kegiatan; 
d. Ba~an Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, 

pelaksana tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi tujuan fungsional 
program; dan 

e. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, pelaksana tugas dan fungsi 
pengawasan. 

Pasa14 
Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan kewenangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada: 
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; 
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah; dan 
c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran. 

Pasal 2 
Bupati berwenang menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan 
kewe*angan terse but kepada DPRD. 

BAB II 
KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

• ~. ~ 
[!] . . 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 81 

LANI DWI REJEKI 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 

Pasal 11 
Perad.1ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Tata Cara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

BAB III 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal9 
Sistem clan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 8 
Untuk keperluan kelancaran pelayanan, Bupati dapat menunjuk bank lain 
sebagai bank penyalur. 

HKM
Typewritten text
ttd

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

HKM
Typewritten text
23 Desember 2020

HKM
Typewritten text
23 Desember 2020
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: Hal-hal yang belum diatur dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Tahun 2021 ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan 
ketehtuan yang ada. 

I 

: Demikian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ini 
disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 
pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021. 

BABX 

PENUTUP 

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


